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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/PMK.05/2017
TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA

Menimbang

LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan kewenangan Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam
mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga
sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening
Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

bahwa untuk penyederhanaan mekanisme pengelolaan
rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga yang lebih efektif, efisien, dan
akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian

Negara/Lembaga;
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1350) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 2149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN
adalah Menteri Keuangan.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa
BUN di Daerah.

Kuasa BUN Pusat adalah  Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
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kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Negara/Lembaga Negara.

Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau Badan
Layanan Umum.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU
adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Rekening adalah Rekening milik Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka pada bank
umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro
atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit
untuk pengelolaan keuangan, sesuai tugas dan fungsi
satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga
dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing.
Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah
pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung
uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah
pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung
uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan
Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, termasuk
didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu.

Rekening Pengeluaran Pembantu adalah Rekening giro

pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk

www.peraturan.go.id



2017, No.1727

13.

14.
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16.

17.

18.

19.

menampung uang bagi keperluan belanja negara yang
dananya berasal dari Rekening Pengeluaran atau dari kas
negara bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan
belanja dan belanja negara pada perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

Rekening Lainnya adalah Rekening giro atau deposito
pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung
uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan
tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga.

Rekening Milik Badan Layanan Umum yang selanjutnya
disebut Rekening Milik BLU adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro atau deposito yang dipergunakan oleh
BLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Rekening Milik Perwakilan RI adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk
menampung uang bagi keperluan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perwakilan RI.

Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah Rekening
Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh
Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga
untuk menyalurkan dana bantuan kepada penerima
bantuan melalui bank penyalur.

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dibuka oleh Satuan Kerja lingkup Kementerian
Negara/Lembaga untuk pengelolaan hibah langsung
dalam bentuk uang.

Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening
Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan
untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.

Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan

adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah
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yang dipergunakan untuk menampung dana kerja sama
antara dua belah pihak.

Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening
Lainnya dalam  bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak
ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang
berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening
Lainnya dalam  bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila
terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk
dilakukan sitaan dana.

Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening
Lainnya dalam  bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau
pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah perwakilan
diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia
yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan
kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau
pada organisasi internasional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah
pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak dan
hibah.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN,
untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan
membayar seluruh Pengeluaran Negara.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.
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